
NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 

 

 

1. PETUGAS PERSIDANGAN 

Desk   : 3 

Provinsi  : D.I. Yogyakarta 

Pimpinan Sidang 1  : Togu Pardede, ST., MIDS (Direktur Pembangunan Daerah) 

Pimpinan Sidang 2 : Dr. Ing. Mada Dahana, ST, MT (Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan) 

Notulis Aplikasi: Zenia Ery Denintyas 

Notulis Offline : Feri Nurulhuda Ismail 

Pembahas  :  

 

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

1. Bappeda D.I. Yogyakarta 

2. Bina Marga, Dinas PUPR DIY 

3. Dinas PUPESDM DIY 

4. Dishub DIY 

5. Dinas PKP, PU DIY 

6. Dispertaru DIY 

7. Dinkes DIY 

8. Dinas DPKP DIY 

9. BPBD DIY 

1. Kementerian PUPR 

2. Kementerian ESDM 

3. Kemanterian Perhubungan 

4. Kementerian ATR/BPN 

5. Kementerian Ketenagakerjaan 

6. Kementerian Perdagangan 

7. Kementerian Kesehatan 

8. Kementerian Pertanian 

9. BNPB 

1. Direktorat Transportasi 
2. Direktorat KTI 
3. Direktorat SDA 

4. Direktorat Perkim 

5. Direktorat TRPPB 

6. Direktorat Ketenagakerjaan 

7. Direktorat KGM 

8. Direktorat Pangan dan Pertanian 
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

1 Pembangunan J
alan Prambanan 
- Gayamharjo 

3.455 0 km 

34 - Provinsi D.I. Y
ogyakarta, 3404 - 

Kab. Sleman 

Kementerian PUPR Ditolak, dengan har

us ada catatan:  

(1) Surat Guber

nur terkait permoho

nsn diskresi Menteri 

PUPR tetap berprose

s;  

(2) Hasil kesep

akatan akan disesuai

kan dengan hasil dis

kresi Menteri PUPR; 

serta 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbu
han Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Pelaksanaan Preservasi dan P
eningkatan Kapasitas Jalan N
asional 

Prasarana Bidang Konektivita
s Darat (Jalan) 

Pembangunan Jalan Strategis 
(ProPN) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Dari DIY sudah berkoordina
si dengan Kementerian PUPR, sudah 
menindaklanjuti dengan mengirim s
urat Gubernur DIY ke Menteri PUPR. 

- Total panjang 9,08 km, sud
ah terbangun di tahun 2023 sepanja
ng 1,275 km, target rencana di tahu
n 2024 terbangun 3,065 km sisanya 
di tahun 2025 sepanjang 5,475 km. 
Bina Marga, Dinas PUPR DIY : 

- Hasil koordinasi terakhir unt
uk sisa jalan yang belum terbangun 
tidak menggunakan segmen A dan 
segmen B lagi. Jadi sisanya 5,475 k
m. 

- RC baik dari lahan, dokume
n lingkungan, DED, dll sudah terpen
uhi. 

Bina Marga, Kementerian PUPR : 

- Jalan ini bukan jalan nasion
al, tidak ada di rencana pengemban
gan jaringan jalan, tidak akan menja
di jalan nasional, dan untuk penang
anannya bukan merupakan kewena
ngan kami 

- Kami ada skema untuk me
mbantu penanganannya melalui IJD. 
Jadi pada 2023 penanganan dengan 
IJD 1,275 km, kemudian sudah diusu
lkan kembali dengan skema IJD 202
4 sepanjang 1,9 km. Dikarenakan bu
kan kewenangan jalan nasional untu
k penanganan dengan APBN regula
r jadi kami belum bisa memastikan s
isanya akan bisa ditangani lagi di 20
25 kami akan menunggu kebijakan I
JD atau diskresi. 

- Kami baru bisa memprogra
mkan lagi jika sudah ada diskresi Me
nteri. 

- Selain itu kami juga bisa ske
ma pendanaan lain: PHJD, DAK, ata
u pendanaan lain selain APBN regul
ar. 

Pimsid : 

- Sudah tidak menggunakan 
pembagian segmen (Segmen A dan 
Segmen B) seperti saat rakortek. 

- Jadi kebutuhannya 5,475 k
m dan sudah disampaikan melalui s
urat Gubernur pada 6 Mei 2024. 
 

Dit. Transportasi : 
- Total 9,08 km, namun dibangun se
cara bertahap. 
- Pertama 2023 1,275 km. 
Tahun 2024 melalui inpres jalan dae
rah 1,93 km.  
- Saat ini inpres masih tahap verifika
si, apabila disetujui penangannya ak
an fokus di tahun 2024.  
- Penanganan selanjutnya pada per
setujuan hasil rakortek terdapat seg
men A (PUPR melalui IJD maupun di
skresi Menteri) dan segmen B (dana 
istimewa). 
- Apabila akan dilakukan penangan
an segmen B (melihat surat Gubern
ur juga) dapat menunggu IJD 2024 s
elesai, kemudian baru bisa diusulkan 
kembali IJD 2025.  
 

Dengan catatan, menyesuaikan kebi
jakan IJD tahun 2025 

(3) Melihat pot

ensi pendanaan lain

nya 
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N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

2 Bantuan Pasang 
Baru Listrik (BPB
L) 

1.000 1.000 unit 

34 - Provinsi DI Yo
gyakarta, 3401 - K
ab. Kulon Progo, 3
402 - Kab. Bantul, 
3403 - Kab. Gunu
ngkidul, 3404 - Ka

b. Sleman 

Kementerian ESDM 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekolo
gi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kem
andirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Energi dan Ketenag
alistrikan 

Pengelolaan Ketenagalistrika
n 

Bantuan Peralatan/Sarana 

Pemasangan Sambungan Bar
u Listrik bagi Rumah Tangga 
Belum Berlistrik yang Tidak M
ampu atau Berada di Daerah 
3T 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY :  

- Target 1000 di semua Kabu
paten. 

- Data by name by adress su
dah siap, beserta NIK. 

Kementerian ESDM :  

- Untuk di DIY kami mengusu
lkan 1.750 semoga sudah bisa diapp
rove semua. 

Dit. KTI :  

- Sudah masuk di perencana
an Kementerian ESDM, dan diangga
rkan 100.000 unit di seluruh provinsi
. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 
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3 Pemasangan PL
TS Atap 5 0 unit 

34 - Provinsi DI Yo
gyakarta, 3471 - K

ota Yogyakarta 

Kementerian ESDM 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekolo
gi 

05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Men
uju Net Zero Emission 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kem
andirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Energi dan Ketenag
alistrikan 

Perencanaan, Pembangunan 
dan Pengawasan Infrastruktu
r Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi 

Bantuan Peralatan/Sarana PLTS Terpadu 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY : 

- Catatan dari rakortek agar 
bersurat ke Kementerian ESDM. 

- Lokasi kantor dinas Pemda 
DIY. 
Dinas PUPESDM DIY : 

- Lokasi di UPT pengelolaan 
air limbah, Kab. Bantul. 

- Upaya pengurangan tagiha
n listrik di IPAL tersebut. 

- Jika terwujud merupakan g
abungan pertama kali antara pengel
olaan air limbah dan pemanfaatan E
BT (ekosistem ekonomi hijau). 

Kementerian ESDM : 

- Di tahun 2025 tidak ada ke
giatan PLTS Atap, lebih fokus pada 
daerah 3T. 

- Usulannya ditolak. 
EBT, Kementerian ESDM : 

- Di 2025 fokus pada pemba
ngunan PLTS terpadu pada beberap
a daerah belum teraliri listrik oleh PL
N khususnya daerah 3T. 

Pimsid : 

- Memang prioritas terkait EB
T dan mengurangi cost daerah juga 
sangat penting. 

- Menurut catatan rakortek di 
tahun 2025 tidak ada anggarannya. 

- Ditolak. 

Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
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N

o 
Usulan Kesepakatan 

Hasil Kesepakata

n 

4 Pembangunan S
istem Drainase P
erkotaan Kawas
an Jogja Expo C
enter 

1 0 kawasan 

34 - Provinsi DI Yo
gyakarta, 3402 - K
ab. Bantul, 3471 - 
Kota Yogyakarta 

Kementerian PUPR 

Ditolak, karena us

ulan merupakan k

ewenangan Provin

si dan direkomend

asikan untuk diusu

lkan melalui DAK 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekolo
gi 

05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Men
uju Net Zero Emission 

17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan P
erubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 
Daya Air 

Pengendalian Banjir, Lahar, P
engelolaan Drainase Utama P
erkotaan, dan Pengaman Pan
tai 

Prasarana Jaringan Sumber D
aya Air 

Prasarana pengendali daya ru
sak air yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Agar Pemda DIY dapat meri

nci RO dari pekerjaan yang akan dil

aksanakan, kemudian memperbaiki 

geotagging yang ada. 

- Dinas PUPESDM memetaka

n kewenangan dari instansi pengelol

a jaringan drainase JEC (kewenanga

n Pemda DIY, dan kewenangan Kab. 

Bantul) sehingga mengurangi kejadi

an genangan. 

 

Dinas PUPESDM DIY : 

- Upaya penangan genangan 

di kawasan protokol JEC, kami bersa

ma tim DED menyusun sauatu siste

m jaringan drainase kawasan meng

gunakan jaringan drainase eksisting 

(drainase jalan). Upaya kami mening

katkan kapasitas drainase jalan terse

but. Kemudian membangun outlet d

iarahkan ke sungai. Membuat inters

ection dari drainase jalan yang ada. 

 

Bina Marga, Dinas PUPR DIY : 

- Jalan di depan jalan JEC ber

status jalan provinsi (dulu jalan nasi

onal), APBN menangani perkerasan 

jalannya saja tidak termasuk drainas

e. 

BPIW, Kementerian PUPR : 

- Belum diakomodir saat kon

reg karena bukan merupakan kewen

angan nasional, sungai di kawasan t

ersebut juga bukan merupakan kew

enangan nasional, pengembangan 

wilayah di kawasan JEC cukup strate

gis namun bukan strategis nasional, 

mungkin juga bisa berbagi pendana

an tidak hanya PUPR. 

- Memang pernah terjadi gen

angan karena limpahannya dari jala

n lokal 

Pimsid : 

- Geotagging sudah. 

- Pemetaan sudah 

 

Dit. SDA : 

- Menurut kami hal ini merup

akan drainase jalan, berarti kewenan

gannya Bina Marga. 
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- Permasalahan pada saat tur

un hujan terjadi genangan di depan 

JEC yang merupakan limpasan/kirim

an dari kawasan Ambarukmo. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

5 Operasional Te
man Bus (Selam
a 1 Tahun Term
asuk Biaya BOK) 

44 44 unit 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Perhubungan 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbu
han Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Infrastruktur Konektivitas Tra
nsportasi Darat 

Pelayanan Publik Lainnya 

Pembelian Layanan (Buy The 
Service) Angkutan Massal Ber
basis Jalan di Daerah Istimew
a Yogyakarta (Prioritas Nasio
nal) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- DIY memiliki bis umum Tran
s Jogja, dengan operasional dilakuk
an oleh BUMD sebagian slotnya dibi
ayai oleh pusat, namun untuk 2024 
slot pembiayaan dari pusat sudah h
abis. 

- Harapannya di 2025 pembi
ayaan dari pusat masih dapat diberi
kan. 

Kementerian Perhubungan : 

- Terkait angkutan perkotaan, 
setiap tahun sudah dianggarkan. 

- Jogja menjadi salah satu pri
oritas. 

Dit. Transportasi : 

- Sepakat dengan Kemenhub
, karena sudah dianggarkan. 

- Untuk RO: Pembelian Layan
an (Buy The Services) Angkutan Mas
sal Berbasis Jalan Di Daerah Istimew
a Yogyakarta (Prioritas Nasional) - P
rovinsi DI Yogyakarta. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

6 Pengadaan dan 
Pemasangan AP
J (Alat Penerang
an Jalan) di Jalu
r Jalan Lintas Sel
atan 

2.000 2.000 unit 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Perhubungan 

Diakomodir, Keme

nhub: usulan suda

h masuk dalam pa

gu kebutuhan, na

mun pelaksanaan 

melihat ketersedia

an pendanaan dari 

K/L 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

11 - Stabilitas Ekonomi Makro 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Keselamatan dan Keamanan 
Transportasi Darat 

Sarana Konektivitas Darat 
Perlengkapan Jalan (Prioritas 
Nasional) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- JJLS yang baru dibangun, s
edikit berhimpit dengan pantai di Ka
wasan Bantul dan Kulon. 

- Perlu dukungan untuk pene
rangan jalan umum. 

- Kesiapan daerah: 1. studi ev
aluasi keselamatan penerangan jala
n, di JJLS. 

Hubdat, Kementerian Perhubungan 
: 

- Status jalan di jalan sudah d
ianggarkan di 2025 dan masuk dala
m pagu, terkait APJ Konvensional le
ngan tunggal dan lengan ganda. 

- Ruas jalan bisa berubah ter
gantung hasil survei dan koordinasi 
pusat dengan BPTD. 

- Setiap tahun telah dilaksana
kan survei untuk jalan provinsi, untu
k jalan daerah berupa bantuan tekni
s. 

Dit. Transportasi : 

- Untuk lokus dan ruas jalan 
dapat dikoordinasikan dengan DItje
n Hubdat atau BPTD. 

- Untuk RO: Perlengkapan Jal
an. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

7 Pengadaan dan 
Pemasangan AP
J (Alat Penerang
an Jalan) di Jari
ngan Ringroad 
Perkotaan Yogy
akarta 

400 400 unit 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Perhubungan 

Diakomodir, Keme

nhub: usulan suda

h masuk dalam pa

gu kebutuhan, na

mun pelaksanaan 

melihat ketersedia

an pendanaan dari 

K/L 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Gl
obal 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Keselamatan dan Keamanan 
Transportasi Darat 

Sarana Konektivitas Darat 
Perlengkapan Jalan (Prioritas 
Nasional) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Perlu dukungan untuk pene
rangan jalan umum. 

- Kesiapan daerah: 1. studi ev
aluasi keselamatan penerangan jala
n, di JJLS. 

Hubdat, Kementerian Perhubungan 
: 

- Status jalan di jalan sudah d
ianggarkan di 2025 dan masuk dala
m pagu, terkait APJ Konvensional le
ngan tunggal dan lengan ganda. 

- Ruas jalan bisa berubah ter
gantung hasil survei dan koordinasi 
pusat dengan BPTD. 

- Setiap tahun telah dilaksana
kan survei untuk jalan provinsi, untu
k jalan daerah berupa bantuan tekni
s. 

Dit. Transportasi : 

- Untuk lokus dan ruas jalan 
dapat dikoordinasikan dengan DItje
n Hubdat atau BPTD. 

- Untuk RO: Perlengkapan Jal
an. 

-  

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

8 Pengadaan dan 
Pemasangan AT
CS (Area Traffic 
Control System) 

17 0 simpang 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Perhubungan 

Ditolak, karena me

nunggu hasil eval

uasi pemanfaatan 

ATCS DIY tahun se

belumnya 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbu
han Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Pelayanan Transportasi Darat 
Sarana Bidang Konektivitas D
arat 

Pembangunan ATCS/ITS (Prio
ritas Nasional) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Diusulkan dalam 1 rumpun 
yaitu ATCS, ATMS, dan VMS. 

- Dinas Perhubungan sudah 
koordinasi dengan Kemenhub setel
ah rakortek, bahwa Dirjen Hubdat u
sulan ini masih dievaluasi sehingga 
usulan belum bisa diakomodir di re
nja Kemenhub. 
 

Dishub DIY : 

- Sudah koordinasi dengan K
emenhub difasilitasi biro perencana
an, dapat disimpulkan bahwa masih 
dalam proses evaluasi berbagai pro
yek yang berkaitan dengan ATCS, A
TMS, dan VMS secara nasional. Jadi 
anggarannya belum diakomodir. 

Hubdat, Kementerian Perhubungan 
: 

- Di tahun 2025 tidak ada usu
lan pada pagu kebutuhannya. 

- Terkait DIY di tahun-tahun 
sebelumnya sudah pernah dianggar
kan. Di tahun 2025 tidak masuk pag
u anggarannya. 

- Akan coba direncanakan ke 
tahun-tahun selanjutnya. 

Pimsid : 

- Catatan rakortek pernah diu
sulkan dan masih dalam tahap evalu
asi. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

9 Penyediaan Aks
es Rumah Layak 
Huni/Prasarana 
Bidang Peruma
han dan Permu
kiman/ Bantuan 
Stimulan Perum
ahan Swadaya/ 

6.138 2.440 unit 

34 - Provinsi DI Yo
gyakarta, 3401 - K
ab. Kulon Progo, 3
402 - Kab. Bantul, 
3403 - Kab. Gunu
ngkidul, 3404 - Ka

b. Sleman 

Kementerian PUPR 

Diakomodir, deng

an usulan Kab. Kul

on Progo 1.500 un

it, Kab. Sleman 94

0 unit (status di Si

baru), usulan lainn

ya diupaykan dap

at diunggah di SibAgenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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Bantuan Stimula
n Untuk Rumah 
Tidak Layak Hu
ni 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbu
han Ekonomi 

aru, perlu menyiap

kan DED dan upda

te untuk Kab. Bant

ul, dan Kab. Gunu

ngkidul 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan Ka
wasan Permukiman 

Penyediaan Akses Rumah Lay
ak Huni 

Prasarana Bidang Perumahan 
dan Permukiman 

Bantuan Pembangunan Rum
ah Swadaya 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY : 

- RO: Bantuan Stimulan Peru
mah Swadaya (BSPS). 

- RC diunggah ke Sibaru (Kab
. Kulon Progo 1500 unit, Kab. Slema
n 940 unit, Kab. Bantul melalui surat 
Bupati, Kab. Gunungkidul masih perl
u perbaharui datanya) 
 

Dinas PKP, PU DIY : 

- Kab. Bantul dan Kab. Gunun
gkidul terkendala karena Sibaru sed
ang terkendala sistemnya. 

- Kab. Kulon Progo mengusul
kan kembali usulan yang lama, apak
ah surat Bupatinya perlu di update.  

BPIW, Kementerian PUPR : 

- Masukan berdasar hasil kon
reg sudah diakomodir, jadi sudah fo
rm kesepakatan bersama (masuk list 
prioritas) 

- Berdasar hasil konreg DIY di
perkirakan mendapat 2932 unit (ang
garan sekitar 60 M). 

Dit. Perkim : 

- Kami bisa mengakomodir n
amun dari Pemda perlu persiapkan l
ahan, komitmen dan pendampingan 
program, serta sudah ada skema pe
milihan daftar calon penerima bantu
an by name by address. 

- Perlu konfirmasi juga ke Dirj
en Perumahan apa sudah dianggark
an di 2025. 

- Skema pemilihan penerima 
bantuan 

- Ke dirjen perumahan apaka
h sudah dianggarkan di 2025 

- Kesimpulan diakomodir den
gan usulan: kulonprogo 1500, slema
n 940, by address dipastikan lagi, DE
D dilengkapi, updating di sibaru 

- Usulan selebihnya diupayak
an bisa dimasukkan 

Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
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PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 

 

N

o 
Usulan Kesepakatan 

Hasil Kesepakata

n 

10 Pengadaan dan 
Pemasangan AT
MS (Advanced 
Traffic Manage
ment System) 

22 0 simpang 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Perhubungan 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Gl
obal 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Pelayanan Transportasi Darat 
Sarana Bidang Konektivitas D
arat 

Pembangunan Arterial Trans
port Management System (A
TMS) (Prioritas Nasional) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY : 

- Sama seperti ATCS. 
Hubdat, Kementerian Perhubungan 
: 

- ATMS hampir sama dengan 
ATCS menunggu evaluasi. 

Pimsid : 

- 2025 tidak dialokasikan, da
n kemungkinan akan ada tahun sela
njutnya menunggu hasil evaluasi. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

11 Pengadaan dan 
Pemasangan V
MS (Variable M
essage Sign) 

12 0 simpang 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Perhubungan 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Gl
obal 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur Konekti
vitas 

Pelayanan Transportasi Darat 
Sarana Bidang Konektivitas D
arat 

Pembangunan Arterial Trans
port Management System (A
TMS) (Prioritas Nasional) 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY : 

- Sama seperti ATCS dan AT
MS 

- Pimsid : 

- Ditolak. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

12 Pendampingan 
Percepatan Inte
grasi RDTR den
gan Sistem OSS 

2 2 dokumen 

3402 - Kab. Bantul
, 3404 - Kab. Slem

an 

Kementerian Agraria dan T
ata Ruang 

Diakomodir, deng

an catatan agar da

ta yang dibutuhka

n bisa dikumpulka

n, dan berkoordin

asi dengan ATR/B

PN untuk aksesny

a 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekolo
gi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbu
han Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Penyelenggaraan P
enataan Ruang 

Pembinaan Perencanaan Tata 
Ruang Daerah 

Kebijakan Bidang Ruang dan 
Pertanahan 

Dokumen Persetujuan Substa
nsi RDTR Kab/Kota di Wilaya
h I 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 

 

Bappeda DIY : 

- Pemda DIY sudah koordina
si dengan ATR/BPN dan di tahun 20
24 sudah ada 2 RDTR (RDTR Pantai 
Selatan Bantul, dan RDTR Kawasan S
leman Tengah) sudah dilakukan pen
etapan namun belum terintegrasi d
engan OSS. 

- Pada saat ini belum bisa dil
akukan pengumpulan 4 data yang d
iperlukan karena tidak ada akses. 
Dispertaru DIY : 

- Kami memerlukan akses 4 d
ata yg ada. 

Kementerian ATR/BPN : 

- Terkait integrasi OSS pada 
database untuk Kab. Sleman, Slema
n Tengah dokumen data belum dite
rima di Studio Peta. 

- Terkait kesulitan akses akan 
ditindaklanjuti ke pihak terkait. 

Dit. TRPPB : 

- Terkait usulan ini perlu data 
dari dinas tata ruang DIY, pendampi
ngan integrasi OSS ini Pemda DIY bi
sa koordinasi Studio Peta ATR/BPN 
untuk diberikan pendampingan inte
grasi OSS. 
Pimsid : 

- Diakomidir. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

13 Penanganan Ak
ses Reforma Ag
raria (Acces Ref
orm) 2 2 Obyek TORA 

3401 - Kab. Kulon 
Progo, 3402 - Kab. 
Bantul, 3403 - Kab
. Gunungkidul, 340
4 - Kab. Sleman, 3
471 - Kota Yogyak

arta 

Kementerian Agraria dan T
ata Ruang 

Diakomodir 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pengelolaan dan Pel
ayanan Pertanahan 

Penanganan Akses Reforma 
Agraria (Acces Reform) 

Fasilitas dan Pembinaan Kelu
arga 

Akses Reforma Agraria Kateg
ori I 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY : 

- Dari sisi akses dapat melipu
ti infrastruktur, pembinaan UMKM. 

- Meliputi 5 kabupaten/kota. 

- Lebih terkait akses dan buk
an aset. 

- Apabila perlu pendetailan h
ingga satuan KK, akan menyesuaika
n volume dari K/L. 

Kementerian ATR/BPN : 

-  

Dit. TRPPB : 

- Kegiatan ini sudah dilaksan
akan tiap tahun dan berlanjut di tah
un 2025. 

- Mohon konfirmasi, yang dia
jukan terkait 2 objek TORA, dapat di
sesuaikan dengan volume K/L. 

- ATR/BPN ada direkotorat p
emberdayaan masyarakat, untuk me
ngoordinasikan K/L yang memiliki a
kses pemberdayaan masyarakat den
gan kebutuhan masyarakat (mengg
unakan satuan KK). 

- Dapat dilengkapi by name 
by adress kebutuhan ke masing-ma
sing K/L. 

- Untuk RO dapat melakukan 
tagging ke: (1) Akses Reforma Agrar
ia Kategori merupakan kegiatan pe
mberdayaan di tahun (2) Fasilitasi P
endampingan Akses Reforma Agrari
a: merupakan kegiatan lanjutan di ta
hun selanjutnya. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 
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14 Pemagangan In
dustri bagi Lulu
san Pelatihan V
okasi/ Pendidika
n 

1.000 1.000 orang 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 

Kementerian Ketenagakerj
aan 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Neg
ara Maju 

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Eko
nomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pendidikan dan Pela
tihan Vokasi 

Peningkatan Penyelenggaraa
n Pelatihan Vokasi dan Pema
gangan 

Koordinasi 
Koordinasi Penyelenggaraan 
Pelatihan dan Pemagangan b
ersama Industri 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Jumlahnya untuk 1000 oran
g berasal dari seluruh kabupaten/ko
ta. 

- Yang sudah disiapkan oleh 
pemda saat ini: pembentukan koord
inasi daerah. 

- Sudah bekerja sama denga
n Jerman sebagai rintisan awal. 

- Pemagangan yang dilakuka
n sebagian besar dilakukan di perus
ahaan-perusahaan kecil dan sehing
ga kemanfataan tidak hanya dari pe
serta namun juga lokasi usaha UMK
M yang menjadi lokasi magang. 

- TKDV DIY: Permagangan m
enjadi program prioritas provinsi, de
ngan target lebih kuantitatif: berapa 
orang yang berhasil melaksanakan k
egiatan menjadi aksi kunci bagi lulu
san baru dalam menambah. 

- Saat ini ada kecenderungan 
bahwa generasi sekarang ada beber
apa kelemahan, sehingga program i
ni dapat menjadi solusi dalam mena
ngani hal tersebut.  

Kementerian Ketenagakerjaan : 

- Permagangan di UMKM: pr
ogram yang dilaksanakan sudah ad
a di UMKM, lebih spesifiknya di 202
2 - 2023 sudah ada permagangan d
i anggaran yang ada dalam tugas p
erbantuan: dialokasikan sekisa 1,9 M 
dan targetnya untuk DIY 219 tidak a
da pembatasan pelaksanaan, dapat 
dilakukan di perusahaan besar dan 
kecil. 

- Terkait RO, saat ini ada di d
apat disesuaikan menjadi RO 4057 S
CH 001. 

- Mulai 2024, ada indikator te
rkait penyusunan rencana tenaga ke
rja di untuk Dokumen DIY yang mas
ih berlaku hanya di Kab. Gunungkid
ul (sampai 2026); Kab. Sleman belu
m ada data. 

- Indikator: Penyusunan Rens
tra RKD oleh OPD yang mengacu pa
da Dokumen pembaginya adalah se
luruh OPD terkait di Provinsi DIY (be
rdasarkan Kepmendagri). 

Dit. Ketenagakerjaan : 

- Dapat menyetujui, untuk pe
ngalokasiannya akan ditentukan ole
h Dirjen Bina Lavoktas. 

- Akan melakukan pertemuan 
dengan daerah terkait volume jumla
h peserta permagangan. 

- Termasuk prioritas nasional, 
2024 targetnya 55 ribu orang, sehin
gga apabila 1000 orang dari DIY ma
sih bisa dipenuhi. 

- Untuk RO: Permagangan D
alam dapat disesuaikan sesuai RO K
/L. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 
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15 Pembangunan 
Pasar Tematik 
Wisata Krakal 

1 0 unit 
3403 - Kab. Gunu

ngkidul 
Kementerian Perdagangan 

Ditolak, dengan ca

tatan menunggu k

ebijakan desain D

AK 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Eko
nomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perdagangan Dala
m Negeri 

Pengembangan Sarana Perda
gangan dan Kapasitas Logisti
k 

Prasarana Bidang Industri da
n Perdagangan 

Pembangunan/Revitalisasi Pa
sar Rakyat 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappeda DIY : 

- RC dan DED sudah siap se
mua. 

Kementerian Perdagangan : 

- Usulan anggaran sekitar 20 
M. 

- DAK Pasar Tematik ada pro
gram tersebut yaitu Pasar Tematik 
Wisata akan tetapi untuk 2025 belu
m ada keputusan dari Bappenas unt
uk mengusung tema wisata, karena 
tahun selanjutnya akan mengusung 
ke tema industri, perlu dikonfirmasi 
kembali. 

Pimsid : 

- Usulannya tahun ini ditolak. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 
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16 Penyelenggaraa
n Permukiman 
dan Bangunan 
Gedung/ Prasar
ana Bidang Per
umahan dan Pe
rmukiman/ Pem
ugaran Permuki
man Kumuh 

88,28 88,28 hektare 

34 - Provinsi DI Yo
gyakarta, 3401 - K
ab. Kulon Progo, 3
404 - Kab. Sleman, 
3471 - Kota Yogya

karta 

Kementerian PUPR 

Diakomodir denga

n catatan daerah d

engan kategori I, 

dan dipergunakan 

koordinasi lebih la

njut terkait ungga

han kelengkapan 

RC 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekolo
gi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan Ka
wasan Permukiman 

Penyediaan Akses Rumah Lay
ak Huni 

Prasarana Bidang Perumahan 
dan Permukiman 

Pemugaran Kawasan Kumuh 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Pemda DIY koordinasi deng
an Cipta Karya dan melengkapi RC y
ang dibutuhkan. Untuk RC sudah dil
engkapi yaitu Kota Yogyakarta suda
h siap dari tahun 2022 (tidak perlu p
erbaikan), Kab. Kulon Progo sudah b
erkoordinasi dengan BPPW untuk p
erbaikan RC agar diunggah ke Sikon
reg, kemudian untuk geotagging su
dah diperbaiki. 

- RO Pemugaran Kawasan Ku
muh. 
Dnas PUPESDM DIY : 

- Usulan kumuh ada 3 lokasi (
Giripeni, Joho, Mantrijeron). 

- Mantrijeron sudah ada RC d
ari tahun 2022, dari Pemda sudah k
oordinasi dengan pusat terkait wilay
ah Giripeni ada lokasi yang diusulka
n di kawasan yang sama namun ber
beda lokasi, hasil konfirmasi dengan 
pusat dibolehkan selama masih dala
m kawasan yang menjadi kewenang
an Kab./Kota, namun diperlukan me
morandum supaya tidak ada tumpe
ng tindih kegiatan. 

BPIW, Kementerian PUPR : 

- Info hasil update konreg bi
dang penataan kawasan kumuh ini 
masuk form kesepakatan (termasuk 
super prior di cipta karya), namun y
g ditangani kategori I (dilaksanakan 
di kawasan Joho, Condongcatur De
pok). 

- Diperlukan RC, SK, deliniasi 
kumuh, DED. Diharapkan sudah ber
koordinasi dengan BPPW (DED belu
m dikirim ke BPPW hingga konreg s
ebelumnya) jadi mohon koordinasi s
upaya program bisa masuk di 2025. 

Pimsid : 

- Diakomodir dengan catatan
. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 
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17 Intervensi Perce
patan Penuruna
n Stunting di Ka
b. Gunungkidul 

1 0 Paket 
34 - Provinsi DI Yo
gyakarta, 3403 - K
ab. Gunungkidul 

Kementerian Kesehatan 

Ditolak, dapat dius

ulkan melalui DAK 

Non-Fisik 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

01 - Kesehatan Untuk Semua 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Stunting sudah menjadi age
nda nasional, saat rakortek sudah di
usulkan namun ada catatan dari pus
at oleh karena itu dalam remedial in
i kami berupaya menajamkan usula
n, lebih intervensi stuntingnya melal
ui pendekatan pelayanan primer, be
rfokus pada kesehetan anak yang te
rintegrasi. 

- Dalam remedial ini akan bis
a lebih tajam lagi agar bisa menjadi 
pertimbangan oleh pusat. 
Dinkes DIY : 

- Fokus pada penanganan ke
sehatan anak secara terpadu/terinte
grasi. 

- Stunting di DIY teridentifika
si karena penyakit, hampir 50% bayi 
tidak naik BB karena sakit demikian j
uga TB anak cukup tinggi. 

- Maka kami usulkan pelayan
an kesehatan terintegrasi dengan m
enghadirkan dokter spesialis anak k
e Puskesmas. Jadi anak-anak akan d
i screening secara terintegrasi. Mikr
onutrien untuk mencegah stuntingn
ya, dan juga permakanan. 

- Merupakan replikasi kegiata
n di Kab. Sleman (pakai APBD) nam

Kementerian Kesehatan : 

- Terkait dalam stunting, per
masalahan kesehatan anak ini kami 
coba usulkan di 2025 melalui DAK n
on fisik yaitu menu pendampingan t
im ahli spesialis anak ke Puskesmas 
dalam pelayanan kesehatan ibu dan 
anak. 

- DAK non fisik di 2025, pend
ampingan spesialis anak berupa kun
jungan bagi tim ahli ke Puskesmas. 

Dit. KGM : 

- Sejauh ini dilakukan melalui 
berbagai sumber pembiayaan (tidak 
hanya DAK kesehatan, DAK pertania
n, DAK air minum, atau DAK sanitasi
). 

- Terkait integrasi layanan pri
mer sudah dikonsepkan dari tahun s
ebelumnya oleh Kemenkes, tahun 2
024 ini masih proses penyiapan pela
ksanaannya, jadi bagaimana jejaring
nya saling terintegrasi. Namun dala
m usulan stunting ini di Kab. Gunun
gkidul kami belum bisa menjamin bi
sa dialokasikan tahun ini karena mas
ih penajaman. Dari kami mengusulk
an bisa melalui pengusulan DAK ter
utama DAK nonfisik karena terdapat 
menu pendampingan stunting, dan 
baik dari DAK kesehatan juga terda
pat pendampingan keluarga yang si
fatnya pendekatannya untuk stuntin
g juga, jadi keluarga yang berpoten
si stunting juga teridentifikasi lebih 
dini. Jadi kami fokus pada pencegah
annya. 

- Setiap posko nantinya terda
pat tenaga kesehatan seperti ahli gi
zi maupun dokter, di 2025 kami aka
n dicek kembali lokusnya. Fokusnya 
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un karena di Kab. Gunungkidul tidak 
bisa pakai APBD maka diusulkan di 
Musrenbang ini. 

- Merupakan pendekatan bar
u pada kasus stunting merupakan si
tuasi yang khusus maka kami integr
asikan. 

- Hasil analisis kami, stunting 
selain dari kehamilan dibutuhkan ju
ga untuk koreksi jadi yang berpoten
si stunting bisa dikoreksi sehingga la
ngkah integrasinya sangat baik. Jadi 
bisa dimunculkan menu DAK non fis
ik dan terjamin di 2025. 

pencegahan penyakit, dan penanga
nan terkait gizi. 
Pimsid : 

- Perlu sinkronisasi kebutuha
n daerah bisa sama apa yang disedi
akan atau didukung dari Kementeria
n. 

- Arahannya melalui DAK no
n fisik 2025 terdapat menunya. 

- Menjadi masukan Kemenke
s dan Bappenas supaya menunya ad
a menu terintegrasinya juga yaitu u
paya koreksi terhadap balita terinde
ntifikasi stunting. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

18 Pelayanan Peng
ujian Kualitas Pr
oduk Pangan As
al Hewan Kelilin
g 

1 0 paket 
34 - Provinsi DI Yo

gyakarta 
Kementerian Pertanian 

Ditolak, karena bel

um tersedia  duku

ngan programnya 

(KRO/RO) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Neg
ara Maju 

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Eko
nomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappeda DIY : 

- Setelah pemulihan pasca pa
ndemi permintaan produk pangan 
meningkat terutama hewan. Kemudi
an menjadi pertimbangan kami bah
wa kebutuhan penjaminan kualitas 
hewan perlu dipastikan rasa aman, n
yaman bagi konsumen. 

- Kebutuhan layanan sarpras 
berupa layanan pengujian dan labor
atorium. Kesiapan yang sudah ada d
i daerah mulai dari sertifikasi akredit
asi maupun rincian anggaran belanj
anya. 
Bidang Sektor : 

- Mengusulkan layanan peng
ujian berupa mobil pengujian kelilin
g jadi bisa memudahkan pengambil
an sample kualitas daging secara u
mum (warna, tekstur), kadar formali
n, cemaran babi terhadap daging ay
am maupun sapi. 

- Pengambilan sample secara 
langsung di pasar tradisional, super
market, penggilingan daging, pedag
ang olahan daging seperti bakso. Pe
ngujian langsung di mobil/di lokasi, 
atau perlu pengujian lebih lanjut bis
a dibawa ke lab kami yang sudah te
rakreditasi supaya bisa menghasilka

Kementerian Pertanian : 

- Setuju usulan ditolak. 
Pimsid  : 

- Jadi untuk sementara belu
m ada dukungan programnya, yg su
dah ada adalah fix lab nya karena b
elum ada konfirmasinya dari Kemen
tan. 

- Menjadi masukan di Bappe
nas bahwa mulai ada kebutuhan mo
bile lab. 
Dit. Pangan Pertanian : 

- Terkait usulan mobilnya tid
ak ada RO nya di Krisna Renja. 

- Dukungan terhadap lab nya 
sudah ada. 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 

 

n rekomendasi temuan hasil penguji
an. 
Dinas DPKP DIY : 

- APBD untuk pengujian dan 
sarparasnya sangat minimalis, dan D
AK nya tidak ada menu yang bisa di
akses untuk peternakan dan kesehat
an hewan. 

- Kebutuhannya mobil lab kel
iling. 

N

o 
Usulan 

Volume 
Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 

Hasil Kesepakata

n Usulan Kesepakatan 

19 Bantuan Peralat
an Penanggulan
gan Bencana 

33 33 unit 

3401 - Kab. Kulon 
Progo, 3402 - Kab. 
Bantul, 3403 - Kab
. Gunungkidul, 340
4 - Kab. Sleman, 3
471 - Kota Yogyak

arta 

Badan Nasional Penanggu
langan Bencana (BNPB) 

Diakomodir, deng

an catatan karena 

sudah pasti ada ya

ng bisa didukung 

sebagaian peralat

annya, sebagian p

eralatan lainnya p

erlu konfirmasi de

ngan Kementerian 

yang bersangkuta

n, mobil damkar b

isa diajukan penga

juan proposalnya 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekolo
gi 

05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Men
uju Net Zero Emission 

17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan P
erubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 
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Bappeda DIY : 

- Usulan baru, bahwa dokum
entasi kami bahwa kebijakan transfo
rmasi ketahanan ekologi salah satun
ya penguatan ketahanan terhadap p
erubahan iklim dan bencana. 

- Penguatan penanggulanga
n bencana DIY secara faktual terdap
at 16 ancaman prioritas (gempa bu
mi, erupsi gunung Ierapi, tsunami, d
sb.). 

- Usulan kebutuhan terhadap 
7 item penanggulangan bencana m
ulai dari mobil damkar, mobil penye
lamatan rescue, tangki air, truk cran
e, toilet mobile, HT, dan tenda pleto
n. 

- Beberapa dokumen yang su
dah disiapkan dalam rencana 2023-
2027, kemudian dalam renja sudah 
ada alokasinya. 
BPBD DIY : 

- Dukungan kami dari tim rea
ksi cepat berupa 31 orang personil 
dan salah satu spesifikasi adalah tim 
USAR (urban SAR). Jadi harapan ka
mi untuk truk crane trailer dapat dis
etujui agar mendukung kinerja kami. 

- Kami juga segera memiliki 
petugas damkar baru tahun ini nam

BNPB : 

- Kami pernah sampaikan di t
ahun 2020 kondisi peralatan saat ini 
di BPBD perlu peremajaan karena us
ia. 

- Kami pernah arahkan ke pin
jaman Spanyol tapi masuk ke dalam 
daftarnya. Jadi kalau kami mengand
alkan anggaran yang ada ini sangat 
terbatas, karena sifatnya peralatan k
husus (mobil tangka air, mobil rescu
e), sejak tahun 2020 kami mengarah 
ke peralatan yang sifatnya dasar (te
nda pengungsi, tenda pleton) dapat 
diakomodir. 

- Karena keterbatasan dana r
egular kami berfokus ke peralatan y
ang bersifat dasar tetapi ketika terja
di darurat bencana dengan adanya 
SK penetapan status darurat bencan
a, kami gunakan dana darurat/dana 
siap pakai. 

Pimsid : 

- Butuh dukungan peralatan 
penanggulanagn bencana bersifat g
eneral/umum, belum ada yang khus
usnya. 
Dit. TRPPB : 

- Konfirmasi usulan penangg
ulangan bencananya berupa truk ta
ngki air, yang spesifik mobil damkar, 
truk crane (urban SAR), tenda pleto
n untuk posko di lapangan. Kendara
an: mobil damkar, mobil rescue, mo
bil tangka air, truk crane, kemudian 
ada toilet mobile (water sanitation), 
alat komunikasi HT digital, untuk po
sko mengusulkan tenda pleton. 

- Terkait peralatan yang dise
diakan BNPB: truk tangka air, mobil 
rescue, dan dapur umum dipenuhi 
oleh BNPB tapi saat ini ada pengura
ngan, namun akan diprioritaskan ba
gi Kab./Kota yang belum memiliki sa
rpras ini. Hal ini sudah standar harus 
dimiliki BPBD Prov atau Kab./Kota. K
onfirmasi juga apakah permohonan 
ini sudah tidak berfungsi atau mema
ng tidak ada sama sekali. 

- Mobil damkar dan truk cran
e, konfirmasi ke Kemendagri yang k
husus menyediakan kebutuhan dam
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un sarpras dasar dan pendukungny
a sangat kurang. 

- Mobil damkar Prov belum a
da, mobil rescue dari BNPB (2011), t
oilet mobile dari awal berdiri BPBD 
DIY (2010-2011) dan unitnya sudah 
tidak layak digunakan, mobil tangki 
air dari BNPB dan Kemensos (2009), 
distribusi terakhir untuk tenda peng
ungsi dan tenda keluarga, tenda ple
ton terakhir di tahun 2012 dan 2014
. 
Bappeda DIY : 

- Untuk penanggulanan benc
ana kami fokusnya pada proposal d
ari kabupaten akan kami penuhi jug
a dengan dana darurat 

kar dan truk crane yang kaitannya d
engan urban SAR. Konfirmasi juga k
e BASARNAS atau SAR Prov DIY. 

- Setiap tahun logistik dipenu
hi BNPB yang isinya tenda, selimut, 
dll (kebutuhan darurat bencana). 

- Selain itu Kemensos juga m
enyediakan bantuan tenda. 

- HT bisa dipenuhi oleh kewe
nangan daerah. 
Pimsid: 

- Untuk kompleksitasnya cuk
up tinggi, di ampu banyak institusi/
unitnya jadi sebenarnya perlu kita ru
nut satu per satu karena semua per
alatannya tidak punya standar yang 
sama. 
Dit. Transportasi : 

- Untuk pengadaan seperti tr
uk atau sarana keselamatan diangga
ran BASARNAS (kebijakan level pusa
t). Keperluan dengan melihat pada a
spek kebutuhannya. 
Dit. TRPPB : 

- Untuk tenda pleton bisa diu
payakan spesifikasi khususnya karen
a kebutuhan penanganan darurat. 

- Urutannya skala prioritas ke
butuhannya mobil damkar, mobil re
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scue, mobil tangka air, truk crane, to
ilet mobile, HT, dan tenda pleton. 

 

 

 

3. REKAPITULASI 

 

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN 

Diakomodir 10 

Ditolak 12 

Tidak Terbahas - 

 


